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ABSTRAK

FITRIA NURCAYA, 2020. Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa
Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). Skripsi Program
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar. Dibimbing Oleh Abdul Muttalib dan Muchriana Muchran.
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ABSTRACT

FITRIA NURCAYA, 2020. Implementation Of A System Transparency And
Accountability In Financial Of Village Fund Allocation (Case Study
inBontobuddung Village, TompobuluSubdistrict, Gowa Regency). Thesis
Management Study Program, Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Abdul Muttalib and Muchriana
Muchran.

L
, A\WKI[[/A
NG
NN

X




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL cccociiinsonmnimasimmmimsiissimisis R PR ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........ccooucrmciniicsisicsisisnasssrassnens A
HALAMAN PERSETUJUAN............. N— JORUUIPINIRAR TN '
SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR




C. Lokasi dan Waktu Penelitian ..., a7
D SUMBBE BB oo i i s s it TR | 4
E. Metode Pengumpulan Data ._..................ooooooiio 38
F. Metode Analisis Data...............cocooovovoiioiiiies B 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.......cc.coooirrasesmscssisesessessessssssnssssesssssenses 40

A. Gambaran Umum Desa Bontobuddung....................c..co.o........ 40
1. Keadaan Geografis. ... 40
2. Keadaan Demografi.... gl ..o ioooviiiiiinniniaasassisiinss 40
3. Visidan Misi......

.....................................

R ————
R\
s 4

~ -

BAB V. PE

xiii




DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1o | Penelitian TORaU cumimmis i s mamaia
2. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin _...........................
3. Jumiah Penduduk Berdasarkan USa..................................
4.  Jumiah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan...................
5. Tingkat Kehadiran Musrembang Desd\Bonta

6 .

7

Laporan Realisasi PelaksanaanAPBDies Desa Bontobuddung..........

Xiv



Nomor Halaman
Kerangka Konsep . ... T A N 34
Struktur OrgaNISASI ...y e es s ee s ene s 45




DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Surat Balasan Penelitian ........................ccco..... F - ... B3
2. Daftar Pernyataan Wawancara ..............cccocevnennn, s s 64
3. Papan Informasi............. R R R R T B
4. Foto Kantor Desa Bontobuddung..............ccoooovvvvooooooo . 70
5. Foto Musyawarah Desa....................

6. Foto Bersama Kepala Desa DaniSte .
7. Dokumentasi Pembangus ,a/ ........................




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang
dialokasikan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mengembangkan

\x\\\\mm

s

akuntabilitas me

pengelolaan pemerintahan.

Semenjak kemerdekaan daerah alokasi dana desa dialokasikan lewat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jadi, semakin besar
tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa maka akuntabilitas pengelolaan

alokasi dana desa juga akan semakin baik, sedangkan apabila pengelolaan



alokasi dana desa kurang maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
bakal tidak baik. Banyaknya alokasi dana desa yang diperoleh masing-masing
desa ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing desa. Setiap desa pada
wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota memperoleh dana alokasi dana desa yang
berbeda-beda.

Desa menjadi bagian lembaga pemeriftah yang langsung berhadapan pada

masyarakat dengan alasan I-:u nnya memiliki fungsi yang

penting terkhusus pada anan umum. Dalam
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dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Pelaksanaan alokasi dana desa
digunakan untuk program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan
perkembangan desa.

Desa sebagal kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat

istiadatnya Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya




dalam daerah kabupatenprakitek desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desamulai dari kebijakan sampai praktek empiris pengelolaan
kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan dan menyisakan banyak
persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang antisipatif
setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral.

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh

dari prinsip-prinsip Good Govemnance a intahan yang baik yang ditandai

dengan dua unsur yaitu isparansi dan  unsur

pertanggungjawaban
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tentang asas pengelolaan keuangan desa di mana keuangan desa dikelola
berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dapat menjamin akses untuk
masyarakat memperoleh keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan

yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta




perolehan yang diraih. Jadi, dalam proses transparansi untuk mendapatkan
informasi yang menyangkut dengan kepentingan umum tidak hanya digunakan
oleh pemerintah tapi kepada masyarakat juga sehingga dalam proses
pengambilan keputusan masyarakat juga dapat berpartisipasi.

Menurut Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) tentang akuntabilitas dalam

pemerintahan desa yaitu melibatkan nampuan pemenntah desa untuk

mempertanggungjawabkan kegiatz
masalah pembangunan
diungkapkan oleh
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dana alokasi da

1.786.867.309,00.

Fenomena yang sering terjadi dalam transparansi dan akuntabilitas adalah
tingkat transparansi yang masih rendah dan akuntabilitas yang masih periu
ditingkatkan, Fenomena tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang ditemui
peneliti pada Desa Bontobuddung di mana dalam pengelolaan keuangan alokasi




dana desa belum sepenuhnya transparan karena tidak ada informasi dipapan
pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran kegiatan
alokasi dana desa. Dan untuk permasalahan dalam akuntabilitasnya biasa terjadi
keterlambatan anggaran alokasi dana desa yang menyebabkan rencana sudah
dijadwalkan tidak dapat terlaksana dengan baik dan tidak tepat waktu,

Peneliti memilih alokasi dana desa untuk diteliti karena alokasi dana desa




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian

iniadalah

1. Bagaimana penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan alokasi
dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten

Gowa
2. Bagaimana penerapan ' alam pengelolaan alokasi
dana desa di Des \ pobulu Kabupaten
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1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademis
dimana dapat mengetahui tata pengelolaanalokasi dana desa
(ADD)melalui prinsip transparansidan akuntabilitas yangbaik. Dalam hal

ini diharapkan dapat menyampaikan rencana pembangunan




terhadapbantuan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada
perbandingan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan
juga masyarakat.
2. Manfaat Praktis
Dalam penelitian ini peneliti sangat bermanfaat untuk menambah

) -‘ 1% 8 Zlyle
: ‘,\Q\p,KA S8

= 3 , !"1 $
Y
7 HeoraZ




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Transparansi

Menurut Arifyanto&Kurrohman, 2014 menyatakan bahwa transparansi

berarti keterbukaan (Openness) pemersm memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pmgal publik kepada pihak-pihak
yang membutuhkan infc \

informasi lainnya yaiie / ,. PF‘ ML

’,_\_

masi keuangan dan

sumber daya yang
perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa transparansi adalah
keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi




berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Transparansi berkembang berdasarkan informasi yang disebarkan secara
bebas. Semua proses pemerintahan, institusi dan informasi dapat disalurkan oleh
pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi yang tersedia harus sesuai agar

mudah dipahami dan dikontrol. Beberapa, manfaat penting dengan adanya

transparansi anggaran yaitu:

1) Menghindari kecurang
2)
3)

| \\\\\“'h//
4) \\\‘%\ tangg
5)

\ ; 'f J«g wa \\
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memberikan i \] :
berlandaskan -.o

peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010) transparansi pengelolaan keuangan publik
merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh kelompok bagian
publik, dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh
informasi yang actual dan factual, sehingga mereka dapat menggunakan
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informasi seperti (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan
yang direncanakan, (2) menilai ada tidaknya korupsidan manipulasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan
tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui
hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antar manajemen organisasi

sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

dan nilai transparansi dalam proses pemerintah daerah mendukung visi dan misi

yang dimiliki.
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2. Pengertian Akuntabilitas

Menurut istilah akuntabilitas berasal dari bahasa inggris accountability
artinya pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau
keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum definisi akuntabilitas
adalah kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber-

sumber daya publik dan yang bersangk@itan dengan kegiatan untuk dapat

L~ \\\\\"'h///

I/ ‘\\\ ! m/\&:/,?
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kewajiban

melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagaian
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara
berkala.



Nasihatun dan Suryaningtyas (2015) menyatakan bahwa Akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan bahwa Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan dan
pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga
tercapainya tujuan yang diinginkanoleh media peranggungjawaban yang dapat

diukur, baik dan segi kualtasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah wilayah

& [ofb

AT
AT

T

Akuntabilitashorizontal merupakan pertanggungjawaban kepada mayarakat
secara keseluruhan.
Akuntabilitas memiliki 2 tipe yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas

eksternal:




a, Akuntabilitas internal ini berlaku bagi semua tingkatan dalam kelompok
internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap
jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok memiliki kewajiban
untuk bertanggung jawab langsung kepada atasan mengenai perkembangan
kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala.

b. Akuntabiitas ekstemal, diperoleh suatu organisasi pada setiap Lembaga

kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain,
integritas keuangan menggambarkan kejujuran penyajian, sehingga
informasi yang terkandung pada laporan keuangan menggambarkan

transaksi secara jujur serta peristiwa lainnya disajikan secara wajar.
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2) Pengungkapan
Laporan keuangan yang telah di desain diungkapkan sebagai rangkaian
gambaran kejadian ekonomi yang nyata dalam mempengaruhi instansi
pemerintahan pada suatu periode.

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintahan harus menunjukkan

us
o halsity’ a,‘;: %
NN "

( - \y\ //7’”("“'\\\\ .
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hasilnya.

. Akuntabilitas

Akuntabilitas

sosial. Akuntabilitas prosedur adals

suatu  penetapan dan  pelaksanaan suatu  kebijakan  yang
mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan
pada keputusan politik untuk mendukung tercapainya tujuan akhir yang
ditetapkan.




Menurut Syahrudin Rasul (2002) akuntabilitas terbagi atas 5 dimensi yaitu

sebagai berikut;

a  Akuntabilitas hokum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum yaitu patuh atas hukum dan peraturan yang telah di
sepakati dalam organisasi.Sedangkan akuntabilitas kejujuran yaitu
menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi Akuntabilitas

hukum menjamin untuk meneg A,A hukum, sedangkan

anaan organisasi yang

/ i

T
—

‘/ ‘\

zkan pel
\\“"h///é

\)
N AA\--Y'U/ ) //
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h proc Y Tals
JAsie] L
LTI A
1

.
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yang akan datang.

e. Akuntabilitas Financial
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Akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik
untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif
sehingga tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerin A

berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa,
disamping itu desa juga berhak dalam menetapkan dan mengelola lembaga desa
serta menentukan sumber pendapatan.Selain desa memiliki hak, desa juga
memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan
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masyarakat. membangun kehidupan rakyat dan pemberdayaan masyarakat serta
memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Semua desa berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri, karena
pemerintah desa merupakan penyelenggara sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahu 2&'14 Pengelolaan keuangan desa
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d. Mengatur tugas perangkat desa lainnya yang melaksanakan tugas sebagal
PPKD, dan

e. Mengatur  penyusunan laporan  keuangan  dalam  rangka
pertanggungjawaban APBDesa.
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Kaur dan Kasi mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja bedasarkan bidangnya masing-masing.

Membuat anggaran kegiatan berdasarkan bidangnya masing-masing
Mengelola kegiatan berdasarkan bidangnya masing-masing

Mengatur dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) , dokumen pelaksanaan

untuk kegiatan a v\
" / ~§’Q~ \“P\KASS‘L?

.
< Nl
AR

pert
per AR

informasi pengelolaan agar d

berwenang.

Akuntabel adalah tindakan atau kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta keterangan
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pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
anggaran,

Partisipatif adalah tindakan masyarakat yang ikut sera teribat baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan agar dapat
mengemukakan pendapatnya.

Tertib serta disiplin adalah pelaksanaan anggaran harus konsisten dengan

pencatatan atas penggunaan se ongan aturan dan pedoman yang

(\\\\\“Ilh/’///

‘\ \2/ l/ rﬂ

pelayanan

kewenangann

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
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d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

f.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur.

g. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam

mewujudkan peningkatan sosial.

Dalam mewujudkan pengelolaan alokési dana desa yang baik pemerintah

\\\‘\\'h,///

4

pemerintah desa sebesar 30% dan 70% untuk kegiatan dalam pemberdayaan
masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% digunakan
untuk: (Lestar| 2017)

a.  Membeli alat tulis kantor (ATK)

b. Membayar tagihan listrik, telepon dan air




c. Pengeluaran anggaran foto copy

d. Anggaran perawatan kantor.

e. Anggaran alat kantor.

f. Anggaran konsumsi pada saat rapat.

g. Akomodasi perjalanan dinas.

h. Insentif untuk badan permusyawaratan desa

i.  Dan kegaiatan lainnya

Untuk kegiatan dalam g

Dan kegiatan lainnya.

Tahapan dalam pengelolaan alokasi dana desa diatur secara umum mulai
dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring
evaluasi dan pengawasan, pelaporan, penyelesaian pekerjaan.



a. Tahap persiapan.
1) Membentuk dewan pengelola alokasi dana desa
2) Melaksanakan sosialisai tentang pelaksanaan alokasi dana desa
b, Tahap perencanaan.
1) Kepala Desa melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan alokasi dan desa
dan pembentukan tim pelaksana a Iukas?i dana desa yang ditetapkan

berdasarkan keputusan kepals

468 s a8uai aturan yang berlaku.

sa dan perangkat desa

penyelenggaraan pemerintahan.

3) Tim pemberdayaan bidang masyarakat mengelola alokasi dana untuk
pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
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1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD dievaluasi secara terbuka
oleh semua unsur masyarakat desa.

2) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan secara administratif, teknis
dan hukum.

3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap ADD di lakukan secara

fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai aturan

perundang-undangan.
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1. Tim pelaksanaan ADD pada tingkat desa harus memberikan
laporan kepada tim pengendali tingkat kabupaten setiap 3 bulan.




24

2. Tim fasilitas tingkat kabupaten menerima laporan dari seluruh tim
pelaksana ADD tingkat desa melalui tim pengendali tingkat
kecamatan setiap 3 bulan.

3. Tim fasilitas tingkat Kabupaten merangkum seluruh laporan dari
tim pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan keuangan

ggungjawal

N r &
."":SV} ?
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B. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian

NO. | dan Tahun | Judul Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian

1 Deti Transparansi dan | Hasil penelitian ini
Kumalasaridan | akuntabilitas menunjukkan bahwa
Riharjo B (2018) 1 de . DesaBumo

Rogojampi

sehingga periu pembinaan
lebih lanjut, karena belum
sepenuhnya sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan

2 Romantis, Akuntabilitas hasil penelitian ini yaitu
(2015) Pengelolaan  Alokasi | menunjukkan bahwa sistem
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Dana Desa di
Kecamatan Panarukan
Kabupaten Situbondo
Tahun 2014

»‘)g\,
\‘

‘&de

// "uv“\
g

akuntabilitas  perencanaan
dan pelaksanaan telah

menerapkan prinsip
transparansi dan
akuntabilitas.  Sedangkan
pertanggungjawaban Alokasi

Dana Desa (ADD) baik
secara teknis  maupun
administrasi sudah baik,
harus tetap
atau diberikan

masyarakat melalui
musyawarah desa dan juga
melalui baliho yang
membuat informasi alokasi
dana desa untuk setiap
rancangan program yang




(2019)

dilaksanakan untuk
mendukung aktivitas desa
Bubunan. Pengelolaan

alokasi dana desa di desa
Bubunan terdapat kendala-
kendala yang dihadapi
berupa lemahnya sumber
daya manusia aparatur desa
dalam melaksanakan tugas

n  desa dalam pembangunan

desa di Desa Kuta Bakii
secara keseluruhan mulai
dari  akuntabiltas  dan
transparansi sudah cukup
baik akan tetapi masih




28

memiliki cukup  banyak
kelemahan dan kekurangan.
Hal tersebut dibuktikan
dalam pengelolaan alokasi
dana desa, pemerintah telah
menerapkan prinsip
akuntabilitas yaitu dengan
melibatkan masyarakat
dalam perencanaan

ngalokasian dana desa

(s

pemerintah
menerapkan prinsip
transparansi yaitu dengan
tidak sepenuhnya
melibatkan masyarakat desa
Kuta Bakti dalam
pengelolaan dana desa dan




kurangnya keterbukaan
dalam pengelolaan dana
desa tersebut

Ade Irma (2015)

Akuntabilitas
Pengelolaan
Dana Desa
Kecamatan

Alokasi
di
Doio

Akuntabilitas  pengelolaan
alokasi dana desa di wilayah
Kecamatan Dolo Selatan
Kabupaten  Sigi  sudag
berjalan  dengan  baik,
namun masih | ditemukan

Sidomulyo masih  belum
sepenuhnya  menerapkan

prinsip transparansi
dibuktikan dengan tidak
memanfaatkan papan

informasi sehingga
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masyarakat kesulitan untuk
melihat jadwal pelaksanaan
kaglatan. namun  telah
menerapkan prinsip
akuntabilitas dibuktikan
dengan semua kegiatan
dicantumkan dilaporan.
Tahap pertanggungjawaban
secara teknis sudah baik

suai peraturan bupati dan

< ///, %wﬁi\ "
B s//"'aw R\

‘

S,

“TKAAN DP

program dari dusun dan di
evaluasi melalui  forum
musyawarah di tingkat desa.
Prosedur pencairan dan
penyaluran alokasi dana

desa sesuai dengan




peraturan Bupati Jombang
Nemor 17 Tahun 2015,
Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 dan alokasi
dana desa didasarkan skala
prioritas (manfaat). Laporan
pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

Sumberagung menunjukkan
hasil yang kurang
transparan tetapi sudah

akuntabel.
Made Analisis  transparansi | hasil penelitian menunjukkan
Wiradarma dan akutabilitas | bahwa penyaluran alokasi
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Sefiawan (2017)

pelaporan alokasi dana
desa ( studi kasus desa
Bengkel, Kec.
Busungbiu, Kab.
Buleleng).

dana desa dari pemerintah

daerah ke pemerintah desa

‘Bengkel sudah mengacu

pada peraturan  Bupati
Nomor 84 Tahun 2015
tentang tata cara
pengalokasian dana desa,
alokasi dana desa bagi hasil
pajak dan bagi hasil retribusi

pencairan dana

pertanggungjawaban

pemerintah desa terhadap
pelaporan alokasi dana desa
lemahnya sumber daya
manusia aparat desa
merupakan salah satu faktor
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yang mempengaruhi kinerja
pemerintah desa seperti
halnya dalam pembuatan
laporan realisasi, selain itu
keterlambatan alokasi dana
desa yang masuk juga
mempengaruhi peran serta
masyarakat juga cenderung
mempengaruhi.

10 Alfasadun
(2018)

penelitian

) \‘\
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menggunakan aplikasi
sistem. Tahap pelaporan
kepala desa melaporkan
realisasi penggunaan
anggaran kepada Bupati
melalui SKPD terkait. Dan
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tahap pertanggungjawaban
kepala desa bertanggung
jawab atas penggunaan
anggaran kepada
pemerintah daerah, badan
musyawarah desa, dan

masyarakat

C. Kerangka Konsep

1berikan pelayanan

‘! arpenaa

Wi/,

e ',//4””
z

Jika penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta tata kelola pemerintah desa yang

baik dan dipercaya dalam urusan keuangan desa.

Pada pengelolaan alokasi dana desa terdapat tahapan-tahapan yang

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
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UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

A 4
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di tingkat Desa |

| l ! I

Perencanaan Pelaksanaan ADD Perte _ ; Pengawasan ADD
ADD

1. Partisipatif
2. Transparansi

AS
nKAS S4
pada g §\\‘,"."ﬁg’;’.’4

; ) \) T




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang
dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan berupa dokumen-dokumen atau arsip
menyangkut pengelolaan alokasi dana

transparansi dan akuntabilitas da angan alokasi dana desa
di Desa Bontobuddung Kecar

e

| N
Menurut Nur Ahmad B Ei]UI"i :
kualitatif adalah /J "ka 4@4’:\

. ' ] /’A
fian \‘v.\:!.!: ,,’/ ke
Nedawigy
\ﬁ}‘\‘\t.‘*”«ﬂ//’«/ & g3 /
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B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskanpada penerapan sistem transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa
Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

36
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian .

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut
dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di
Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Waktu penelitian

ini dimulai pada bulan September sampai dengan bulan November tahun 2020.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ag primer dan data sekunder.
Data Primer

\\\\“I“r///
\\‘\ \ ‘A\ u/ ‘ﬁé,// .

transparansi d

Bontobuddung

2. Data Sekunde

leh secara tidak langsung
melalui media perantara, data tersebut dapat berupa bukti, catatan, dokumen,
atau laporan historis yang telah di susun dalam arsip yang dipublikasikan
ataupun yang tidak dipublikasikan yang berhubungan dengan pengelolaan
alokasi dana desa.
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E. Metode pengumpulan Data
1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek peneliti
Berdasarkan lokasi peneliti yang telah ditetapkan maka peneliti melakukan
observasi ke Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
Tujuan observasi ini untuk melihat keadaan dilapangan dengan mencatat hal

memperkaya informasi yang benar-benar diperoleh dari data yang di butuhkan

peneliti,
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F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati dan kemudahan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat
maupun gambar serta data. Tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah
informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-
masalah yang berkaitan dengan penelitig

Untuk menjawab masalar

dilapangan

untuk mendapatkan hasil yang benar.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bontobuddung
1. Keadaan Goegrafis

Desa bontobuddung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Gowa yang terietak di dataran tinggi dengan jarak+ 125

km dari Ibu Kota Sungguminasa. antobuddung 9,33 km dengan
batas-batas wilayah desa
Sebelah Utara ikaro
[ 4
Sebelah
L/ \ A <
Se &
2. Kea
Juml i : : _ -
: \~”
laki 1.115 _ /a i at
dilihat pada 3 0
U
)
J
No
| Y
1 Ja 1A 9
2 Bo
3 Bontomanai 259 250 509
4 Buttabakka 159 174 324
5 Goggolo 173 181 354
Jumiah 1115 1086 2201
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Berdasarkan jumlah penduduk diatas maka dapat dikelompokkan
berdasarkan usia mulai dari usia balita sampai usia non produktif. Dibawah
ini terlihat tabel jumlah penduduk berdasarkan usia Desa Bontobuddung

sebagai berikut;

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Berdasarkan Usia
No Umur L P Jumlah Presentase %
1 0-4 Tahun 65 28 581%
2 5-9 Tahun 6,58%
3 | 10-14Ta 9,08%
[ 4
4 | 15-
¢ v
5 A &
8
\”
]
10
q
11| & N
<

12 | 55-591 A

136 AN O

14  65-69 3%
15 | 70-74 Tahun 15 22 a7 1,68%
16 75 Keatas 20 25 45 2,04%

Total 1100 | 1101 2201 100%

Sumber data ; Hasil Monografi Desa Bontobuddung



Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikang Jumiah Presentase%
1 Tamat Sekolah Dasar 476 21.62%

2 Tamat SLTP 232 10,54%

3 Tamat SLTA 216 9.81%

4 Tamat Perguruan Tinggi 4.81%

5

12.49%
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3. Visi dan Misi
a. Visi

Visi dari Desa Bontobuddung yaitu “Mewujudkan Desa Bontobuddung
yang dinamis, kondusif beragama, bersih dan berkaraktenstik,
perekonomian yang kuat dengan berbasis pada potensi sumber daya
manusia dan sumber daya alam

b. Misi

a) Membangun dan //\ ang pendidikan
"/ §</ \i\‘*‘ ”64 <>

, '?
"Ié\ : '4' N \\\\“"'l’// A
‘/ \\\\ AA\ X u/" '// ~ ‘}
e e s
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\l. A o 1\ @ 4

\ ////'qln‘\\\\

semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut secara
tenntegrasi dan terpadu mengambil bagian pada seluruh dimensi
kehidupan masyarakat di Desa Bontobuddung. Serta menjunjung
tinggi nilai-nilai budaya lokal (Makassar) yang masih sangat kental

dipegang kuat masyarakat desa Bontobuddung dan peningkatan



kualitas, kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak
yang mulia serta keterampilan yang memadai.

Meningkatkan kelembagaan serta peran pemerintah desa dan
masyarakat serta membuka lebar hubungan kerja sama baik antar
desa maupun pihak lain.

Mengoptimalkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan

kinerja petugas keamanan yz desa untuk terciptanya desa

yang kondusif.

Peningkatan

!
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4. Struktur Organisasi Desa Bontobuddung
Gambar 4.1

Struktur Organisasi

KEPALA DESA BONTOBUDDUNG

-

KALUR |
A“ll_li_STﬂﬁfﬂl j

KEPALA WILAYAH/

KEPALA DUSUN




B. Hasil penelitian

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa,
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pengawasan.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah salahsatu sumber pemasukan desa yang

2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat

diperiukan untuk mendukung program pembangunan yang periu
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dijalankan dan apa yang harus dibenahi. Hal ini juga di ungkapkan
oleh informan sebagai berikut:
‘tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi karena pemerintah desa
selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa”. (Hasil
wawancara dengan Abdul Rahim sebagai masyarakat desa

Bontobuddung pada tanggal 30 Oktober 2020).

Hal tersebut dibuktikan den ehadiran dalam musyawarah
desa. Berikut adalah / i masyarakat pada saat

RS ias

o Yy
N"ﬁ\ Sk “dp

| }\\‘\ilbr,////

musyawarah desa

Vi,

"‘gr-_
& \.\

ydn - U

o | 40
5

q

—~
al
/

©

Tokoh Pemuda
10 Tokoh Perempuan 5 3 o
Jumlah 87 70

Sumber : Daftar Hadir Musrembang Desa Bontobuddung
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Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 70
orang dari 87 orang yang diundang, sehingga data diatas menunjukkan
tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat Desa Bontobuddung cukup
tinggi terhadap pengeloiaan pembangunan desa.

. Transparansi

Pada transparansi perencanaan, seluruh pemenntah desa di Kecamatan

Tompobulu diwajibkan agar g
masyarakat tentang p /

dananya bersumber a

“prinsip transparansi didesa sangat terbuka di mana setiap kegiatan

masyarakat pasti diundang juga®. (Hasil wawancara dengan Abdul
Rahim sebagai masyarakat desa Bontobuddung pada Tanggal 30

Oktober 2020)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua
informasi tersebut membuktikan bahwa adanya transparansi dalam
perencanaan alokasi dana desa yang dapat diketahui oleh masyarakat.
Sesuai dengan konsep yang dikatakan Wilda, (2016) bahwa konsep
transparansi yaitu memberikan informasi yang terbuka, jujur dan dapat
diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak uni ngetahui secara terbuka dan
menyeluruh,

2. Pelaksanaan Alokas

= 2 N
A e
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Hal lain tersebut juga diungkapkan oleh informan sebagai berikut:
“Pemerintah desa memberikan informasi pelaksanaan pengelolaan

dana alokasi dana desa kepada masyarakat melalui papan informasi

dan baliho yang berukuran besar yang sudah tercantum rincian alokasi
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dana desa’. (Hasil Wawancara denganAbdul Rahim sebagai
masyarakat desa pada tanggal 30 Oktober 2020)
Berdasarkan wawancara diatas bahwa pembangunan di Desa
Bontobuddung benar-benar transparan dalam pelaksanaan Alokasi dana
desa.

b. Akuntabilitas

Pada prinsip akuntabilitas pelaksafiaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui

sistem pelaporan yaitu p

pelaksanaan APBDes sebagai berikut;
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Tabel 4.5
Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2019
Desa Bontobuddung

No | Uraian Anggaran Realisasi
1 Pendapatan:
Alokasi Dana Desa | Rp, 727.947.098 | Rp, 727.947.098

2 | Belanja
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

Rp. 626 159.409

transparan dan akuntabilitas. Alokasi dana desa salah satu sumber pendapatan
desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan secara berkala

setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa
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yang dipimpin oleh kepala desa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara
dengan informan sebagai berikut:
‘Pada setiap tiga bulan sekali akan diadakan evaluasi dalam pelaksanaan
Alokasi Dana Desa, tahap evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan adanya
transparansi dalam alokasi dana desa. Pada saat mengadakan evaluasi kita

mengundang tokoh masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, badan

permusyawaratan desa agar dapat m@mberikan masukan untuk berjalannya

dengan informan sebagai berikut:
‘kegiatan yang realisasi dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban
(LPJ) dan pendukungnya". (Hasil wawancara dengan Irmayanti sebagai

Bendahara Desa apa tanggal 14 Oktober 2020).
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Pertanggungjawaban alokasi dana desa dari segi fisik dilaksanakan dengan
baik dan sudah terlaksana. Hasil pembangunan yang bersumber pada dana
alokasi dana desa dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Sarana dan Prasarana yang dibangun dengan dana alokasi
dana desa pada tahun 2019

>

< Wl
< N\l
A

“Badan permusyawaratan rakyat sebagai pengawas sudah maksimal dalam
mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, hal tersebut dilihat dari berbagai
pembangunan infrastruktur dan sering mengadakan berbagai kegiatan di
desa.” (Hasil wawancara dengan Arfin sebagai Sekretaris Desa
Bontobuddung, pada tanggal 14 Oktober 2020)




Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengawasan badan
permusyawaratan desa pada pengelolaan keuangan alokasi dana desa telah
dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPD yang
ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa (ADD),

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil tersebu DD) adalah dana yang

LM gaiaim
AT v
Sy
4
y

_w

N

N\

% S m

a. Perencanaan, yakni pemerintah desa melibatkan semua masyarakat
di Desa Bontobuddung dalam proses perencanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) dengan melalui musyawarah desa (musrembang).

Partisipasi masyarakat saat musrembang sangat peru untuk
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mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa
yang periu dibenahi di desa tersebut.

b. Pelaksanaan, semua kegiatan yang dilaksanakan disampaikan
kepada masyarakat dengan membuat papan informasi penggunaan
dana alokasi dana desa. (lampiran 2)

c. Pengawasan, dimana badan permusyawaratan desa di Desa

Bontobuddung sudah

fungsinya, dimana E

srealisasi.

Darn hasil diatas dapat dirangkum bahwa pengelolaan alokasi dana desa di
desa Bontobuddung sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deti Kumalasari dan

Riharjo, B (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Transparansi dan
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Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dimana
hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemerintah desa Bumo Kecamatan
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip transparansi dan
akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa.




BABV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip
trasnparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa

(Studi kasus di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)

dapat diambil 2 kesimpulan :

1. Prinsip transparansi

AN,
‘ﬁ\%\\ / 'I‘ \\ g

A\ B~ ¥

dengan baik.
2. Prinsip akuntabilitas
Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya dimana dari

tahap pertanggungjawaban secara fisikk dan administrasinya sudah

57
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selesai dan lengkap dan pelaporannya juga sesuai dengan jalur struktural
yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk
penelitian selanjutnya dengan topic serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini
yaitu:
1. Diharapkan pemerintz

gi meningkatkan untuk

B

A ek 2
DS AN~
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Lampiran 2
DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA

Informan:
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Masyarakat

di Desa Bontobuddung.
Penelitian ini dilaks

Kepala Desa : Waalaikum salam, iya boleh

Peneliti . Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa?

Kepala Desa : Untuk tingkat partisipasinya sangat baik, dapat dilihat pada
saat diadakannya musrembang masyarakat diundang untuk
memberikan ide tentang apa yang harus dibenahi di desa.

Peneliti | siapa saja yang diundang pada saat musyawarah desa Pak?




65

Kepala Desa : Yang diundang itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
kader, PKK, Aparat Desa, LKMD, RT.TW. Tokoh Pemuda,
Tokoh Perempuan dan masayarakat.

Peneliti - Berarti tingkat partisipasi masyarakat pada saat musyawarah
desa sangat baik ya pak

Kepala Desa  : iya Alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat baik

T Jaks
Peneliti : st 2 desa dalam mendukung

Peneliti

Kepala Desa




HASIL WAWANCARA 2

Nama : Arifin

Jabatan . Sekretaris Desa

Tanggal wawancara : 14 Oktober 2020

Tat rtanggungjawab

Peneliti :Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip

akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan

Sekretaris Desa

\\. .\". w
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dilihat dari mulai berkembangnya desa dengan

dibangunnya berbagai infrastruktur di desa dan sering
diadakan berbagai kegiatan-kegiatan di desa.
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IL WAW.
Nama : Irmayanti
Jabatan : Bendahara Desa
Tanggal wawancara - 14 Oktober 2020
Ta ungjawa
Peneliti . Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa

dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi

--- -; A i

Peneliti | bag , prinsip trar _ =
Masyarakat © prinsip transparansi di desa sangat terbuka dimana setiap
kegiatan masyarakatpasti diundang juga

Peneliti . apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberkani
informasi terkait pelaksanaan pengelolaan alokasi dana
desa kepada masyarakat?

masyarakat . ya, Pemerintah desa memberikan informasi pelaksanaan

pengelolaan dana alokasi dana desa kepada masyarakat
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melalui papan informasi dan baliho yang berukuran besar
yang sudah tercantum rincian alokasi dana desa

Peneliti . apakah dalam perencanaan pembangunan desa selalu
melibatkan masyarakat?
Masyarakat . lya melibatkan masyarakat dan saya sendiri sering hadir

dalam musrembang desa
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Lampiran 3
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Lampiran 4
KANTOR DESA BONTOBUDDUNG
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Lampiran 5

MUSYAWARAH DESA
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Lampiran 6

DOKUMENTASI BERSAMA KEPALA DESA DAN STAF DESA
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Lampiran 7
DOKUMENTASI PEMBANGUNAN FISIK
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